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Disintegrasi nasional menjadi sebuah masalah besar dan kompleks yang
kini tengah dihadapi bangsa Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk
memberikan perspektif baru perihal disintegrasi nasional, yaitu melalui
perspektif filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai filosofis
fundamental bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur dalam setiap
silanya mampu memberikan kerangka berpikir yang dapat digunakan
dalam menganalisis secara kritis mengenai hakikat, penyebab utama, serta
upaya pencegahan dan penanganan disintegrasi nasional. Kajian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi
literatur. Hasil kajian ini menunjukan disintegrasi nasional dalam
persfektif filsafat Pancasila merupakan keadaan terpecah belahnya suatu
bangsa yang seharusnya satu kesatuan yang utuh akibat terkikisnya nilai-
nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kemudian berdasarkan rumusan filsafat Pancasila, penyebab utama
persoalan disintegrasi nasional adalah kesenjangan ekonomi, rendahnya
literasi digital, kurangnya rasa toleransi dan saling menghargai, dan
penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya rumusan upaya pencegahan dan
penanganan disintegrasi nasional berdasarkan filsafat Pancasila adalah
membangun toleransi dan saling menghargai diantara keberagaman,
peningkatan rasa kemanusiaan, membangun demokrasi Pancasila yang
baik, menumbuhkan serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan
bangsa, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya nilai-
nilai Pancasila.
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National Disintegration in The Perspective of Pancasila Philosophy.
National disintegration is a major and complex problem currently being faced
by the Indonesian nation. This study aims to provide a new perspective on
national disintegration, namely through the perspective of Pancasila
philosophy. Pancasila philosophy as a fundamental philosophy of the nation
that contains noble values in each of its principles is able to provide a
framework for thinking that can be used to critically analyze the nature, main
causes, and efforts to prevent and handle national disintegration. This study
uses a qualitative descriptive method with a literature study approach. The
results of this study show that national disintegration in the perspective of
Pancasila philosophy is a state of disunity of a nation that should be a
complete unity due to the erosion of the noble values of Pancasila in the life of
the nation and state. Then based on the formulation of Pancasila philosophy,
the main causes of the problem of national disintegration are economic
inequality, low digital literacy, lack of tolerance and mutual respect, and
abuse of power. Furthermore, the formulation of efforts to prevent and handle
national disintegration based on the Pancasila philosophy is to build tolerance
and mutual respect among diversity, increase the sense of humanity, build
good Pancasila democracy, foster and strengthen the sense of national unity
and togetherness, increase awareness and education about the importance of
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Pancasila values.
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A. PENDAHULIUAN

Kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan sebuah titik awal
perjalanan baru. Sebuah awal dari perjalanan panjang dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia
yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu
membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pancasila sebagai
dasar negara menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia juga memberikan peran dimana nilai-nilai
Pancasila digunakan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita tersebut (Iriansyah, 2021). Di
dalam perjalanan mewujudkan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia mengalami berbagai tantangan akibat
dinamika peradaban manusia. Salah satu tantangan dewasa ini yang menjadi masalah besar yang muncul
dan tengah dihadapi bangsa Indonesia adalah disintegrasi nasional. Disintegrasi nasional secara umum
mengacu kepada keadaan terpecah belahnya atau melemahnya suatu negara. Berbagai penelitian
sebelumnya menunjukan bahwa disintegrasi nasional hadir dalam berbagai bentuk masalah. Namun
penelitian-penelitian tersebut seringkali masih terbatas pada kajian kasus-kasus yang terjadi di
masyarakat yang menyebabkan disintegrasi nasional. Sehingga tentu diperlukannya kajian khusus yang
dapat memberikan perspektif baru yang membahas disintegrasi nasional secara mendasar, menyeluruh
dan meluas guna memberikan pengetahuan mendalam tentang disintegrasi nasional.

Alasan utama disintegasi nasional menjadi masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia
disebabkan disintegrasi nasional ini terjadi dalam banyak bentuk masalah di ruang lingkup yang luas
yaitu sosial-kultural, politik, ekonomi, dan hukum. Beberapa contoh bentuk disintegrasi nasional adalah
konflik antar etnis, suku, dan agama; kesenjangan ekonomi; dan diskriminasi dalam peradilan. Indonesia
sebagai suatu bangsa dengan keberagaman suku, budaya, dan agama seringkali dihadapkan dengan
tantangan dalam membentuk suatu kesatuan (Abdusshomad, 2024). Tantangan ini terdiri dari berbagai
masalah yang mampu menciptakan disintegrasi nasional yaitu sosial-kultural, politik, ekonomi, dan
hukum. Beberapa contoh bentuk disintegrasi nasional adalah konflik antar etnis, suku, dan agama;
kesenjangan ekonomi; dan diskriminasi dalam peradilan. Beberapa bentuk disintegrasi nasional yang
disebutkan sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan permasalah disintegrasi sosial yang
kompleks, dinamis, dan berkelanjutan yang tentu saja menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan bangsa
Indonesia. Secara filosofis, disintegrasi nasional ini dapat dipahami sebagai proses mengikisan keutuhan
dan melemahkan ikatan persaudaraan bangsa Indonesia yang mengancam eksistensi nilai-nilai Pancasila
yang menjadi dasar negara. Persoalan disintegrasi nasional ini bukan sekedar realitas sosial yang bersifat
superfisial, melainkan menjadi fenomena yang semakin mengakar dan menjadi manifestasi krisis
mendalam dalam struktur kebangsaan yang membutuhkan kajian filosofis yang komprehensif.

Kelima sila dalam Pancasila pada hakekatnya merupakan sistem filsafat (Suryatni, 2014). Konsep
Pancasila sebagai filsafat disebabkan karena Pancasila merupakan hasil dari refleksi intelektual yang
mendalam oleh para founding father (Dewantara, 2017). Sehingga filsafat Pancasila dapat diartikan
sebagai suatu keterkaitan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerjasama antara tiap sila
dengan sila lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh guna mencapai tujuan tertentu (Safitri, 2021).
Pancasila sebagai filosofi dasar berbangsa dan bernegara, memberikan konsep yang dapat dijadikan
kerangka epistimologis yang efektif dalam membedah akar permasalahan disintegrasi yang terus muncul
dan berkembang seiring perjalanan berbangsa dan bernegara.

Melalui perspektif filsafat Pancasila, disintegrasi nasional dapat dipahami sebuah sebuah proses
melemahkan ikatan kesatuan bangsa yang dibangun atas prinsip-prinsip persaudaraan, kemanusiaan,
dan keadilan, yang melahirkan krisis kesadaran akan hakikat kebersamaan dalam keberagaman sebagai
suatu bangsa. Nilai-nilai dalam tiap sila Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kebangsaan
luhur yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat Indonesia (Suwarma, 2016). Oleh karena
itu, kompetensi setiap sila dalam Pancasila mampu memberikan dimensi analisis tersendiri mengenai
permasalahan disintegrasi bangsa, mulai dari pentingnya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
musyawarah, hingga keadilan sosial.
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Dengan menggunakan perspektif filsafat Pancasila, kajian ini akan menganalisis bagaimana nilai
kebangsaan luhur yang sudah diwariskan mampu memberikan penaksiran kritis dan tawaran konstruktif
dalam mengatasi disintegrasi nasional yang mengancam keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Kemudian kajian ini juga akan berfokus kepada interprestasi filosofis terhadap nilai
yang terkandung dalam kelima sila Pancasila sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis akar
permasalahan disingetrasi nasional, mengindentifikasi faktor-faktor penyebab disintegrasi nasional, serta
memberikan strategi pencegahan dan penanganan disintegrasi nasional. Sehingga kajian ini memiliki tiga
pertanyaan utama yang menjadi kunci pembahasan,, yaitu: Pertama, bagaimana perspektif filosofis
Pancasila dalam memahami hakikat disintegrasi nasional? Kedua, apa faktor-faktor fundamental yang
menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional menurut kerangka berpikir melalui nilai-nilai Pancasila?
Ketiga, apa saja upaya pencegahan dan penanganan disintegrasi nasional yang dapat dirumuskan
berdasarkan filsafat Pancasila?

Kajian ini diharapkan memberikan masukan dalam bidang akademis dan empiris. Secara akademis,
kajian ini akan menambah materi dalam pengetahuan filsafat Pancasila dengan memberikan perspektif
baru dalam memahami dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian
secara praktis, kajian ini diharapkan mampu menghasilkan pengetahuan baru yang dapat membantu
upaya pencegahan dan penanganan disingetrasi nasional, serta penguatan kembali semangat persatuan
dan kesatuan kebangsaan yang mulai terkikis. Dengan demikian, kajian “Disintegrasi Nasional Menurut
Perspektif Filsafat Pancasila” adalah materi yang urgen untuk dibahas karena berkaitan dengan isu
kebangsaan terkini. Kajian ini pula tidak sekedar menjadi kajian akademis konvensional semata,
melainkan upaya intelektual yang dilakukan guna memberikan perspekrif baru dalam mencegah dan
menangani persoalan disingterasi nasional melalui kerangka filosofis yang bersifat fundamental. Kajian
ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam memperkuat dan menjaga integritas
nasional Indonesia.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi
literatur. Analisis mendalam akan dilakukan pada referensi yang dijadikan sumber dan bahan kajian
berkaitan dengan substansi disintegrasi bangsa dan filsafat Pancasila guna memberikan perspektif baru
mengenai substansi pembahasan yang dapat menambah cakrawala pengetahuan. Sumber-sumber
kepustakaan seperti berbagai buku dan jurnal ilmiah digunakan sebagai instrumen utama dalam
melakukan analisis fenomena disintegrasi nasional berdasarkan filsafat Pancasila yang telah terjadi di
Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Filosofis Pancasila dalam Memahami Hakikat Disintegrasi Nasional

Dalam setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dijadikan dasar dan pandangan
hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap hal dalam pengembangan
masyarkat haruslah sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila (Sari, 2021; Fajri, Istianah, &
Asbari, 2022). Pancasila yang bersumber dari pikiran dan kebiasaan yang luhur yang diwariskan turun
temurun (Adon, dkk., 2022). Pancasila juga memiliki peran sebagai pandangan hidup dalam penentuan
sikap, juga penyelidikan dan berpendapat dalam pengembangan ilmu pengetahuan (Soekarno, 2016).
Nilai essensial yang berada dalam Pancasila adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan,
serta Keadilan (Gianto, 2019). Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menghadirkan nilai-
nilai yang dijadikan acuan dasar dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga
Pancasila memiliki peran yang signifikan.

Pengembangan Pancasila dari aspek keilmuan filsafat melahirkan filsafat Pancasila yang
menguraikan dan menjelaskan bagaimana pentingnya peranan Pancasila dalam kehidupan bernegara
(Notonagoro, 1988). Sehingga secara filosofis, Pancasila memuat nilai-nilai yang dapat dijadikan
fundamental kerangka berpikir dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam dinamika
perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Disintegrasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) adalah suatu keadaan tidak terintegrasi atau terpecah-pecah (Pusat Bahasa Departemen
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Pendidikan Indonesia, 2008). Disintegrasi merupakan kebalikan dari integrasi yang memiliki arti
penyatuan hingga menjadi kesatuan utuh atau bulat. Disintegrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai
perpecahan atau pemisahan persatuan (Hasan, 2013; Dewi, 2015; Santoso & Dawwas, 2022). Disintegrasi
nasional kemudian dapat diartikan sebagai perpecahan yang terjadi dalam suatu bangsa yang seharusnya
merupakan kesatuan yang utuh dan merupakan masalah urgen yang tengah dihadapi oleh bangsa
Indonesia. Melalui perspektif filsafat Pancasila, disintegrasi nasional merupakan masalah
multidimensional yang mengancam eksistensi nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kemusyawaratan dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Sebagai sebuah masalah krisis
nilai yang mendalam, disintegrasi nasional yang terjadi merupakan sebuah ancaman besar yang harus
dianalisis berdasarkan tiap sila dalam Pancasila.

Sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mengandung nilai Ketuhanan yang
memberikan landasan filosofis terhadap disintegrasi nasional sebagai persoalan religious dan moral.
Filosofi ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama memberikan pemahaman bahwa perbedaan
agama, keyakinan, dan kepercayaan adalah sebuah karunia Tuhan. Agama berperan sangat penting
sebagai perekat yang menimbulkan kesatuan namun juga di sisi lain dapat menimbulkan disintegrasi
(Tajuddin, Sani, & Yeyeng, 2016). Dalam ruang lingkup agama, disintegrasi nasional terjadi dalam bentuk
konflik akibat ketidaksesuaian, pertentangan, perselisihan, maupun persengketaan yang mendorong
salah satu pihak atau keduanya sampai melakukan kekerasan terhadap yang lain (Manullang, 2014). Lalu
dalam sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” yang mengandung nilai
Kemanusiaan yang memberikan landasan filosofis terhadap disintegrasi nasional sebagai persoalan
martabat kemanusiaan. Sila ini memberikan pemhaman bahwa setiap manusia memiliki derajat dan
harkat yang setara. Dalam permasalahan disintegrasi nasional yang seringkali berbentuk konflik
seringkali menghadirkan kekerasan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Kemudian dalam sila ketiga Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia” yang mengandung nilai Persatuan
yang memberikan landasan filosofis terhadap disintegrasi nasional sebagai persoalan melemahnya ikatan
kesatuan dan persatuan ditengah keberagaman yang mewarnai bangsa Indonesia. Disintegrasi bangsa
juga bukan hanya perkara perbedaan fisik dan geografi, melainkan krisis kesadaran akan pentingnya
persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya dalam sila keempat Pancasila yaitu “Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” yang mengandung landasan
filosofis kerakyatan dengan musyawarah mufakat. Persoalan disintegrasi nasional seperti konflik agrarian
seringkali terjadi akibat kegagalan komunikasi dan ketidakmampuan dalam bermusyawarah (Matondang,
2019). Filosofi musyawarah mufakat memberikan pemahaman bahwa perbedaan yang ada dalam
keberagaman bukanlah potensi konflik, melainkan kekayaan budaya yang memberikan kesempatan
untuk saling memahami dan menghargai satu sama lain. Terakhir dalam sila kelima “Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia” yang mengandung landasan filosofis keadilan. Persoalan disentgrasi nasional
seringkali tercipta akibat ketidakhadiran keadilan dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan
perselisihan kemudian konflik berkepanjangan. Sehingga nilai-nilai keadilan sudah seharusnya
ditegakkan karena Indonesia merupakan sebuah negara hukum.

2. Faktor-Faktor Fundamental yang Menyebabkan Terjadinya Disintegrasi Nasional
Menurut Nilai-Nilai Pancasila

Teori kausalitas mengatakan adanya hubungan sebab akibat atas segala sesatu yang terjadi. Untuk
memahami sebuah fenomena secara mendalam baiknya menggunakan teori kausalitas yaitu mengetahui
sebab akibat bagaimana fenomena itu dapat tercipta dalam masyarakat (Salehnur, 2014). Berdasarkan
hal tersebut, kajian ini akan membahas faktor-faktor fundamental yang menyebabkan terjadinya
disintegrasi nasional menurut nilai-nilai Pancasila guna memahami disintegrasi nasional secara
mendalam. Disintegrasi bangsa dalam perspektif filsafat Pancasila terjadi secara multidimensional yang
menyebabkan berbagai permasalahan yang kompleks meliputi ruang lingkup sosial-kultural, politik,
ekonomi, dan hukum. Berdasarkan analisis dengan menggunakan landasan filsafat Pancasila maka
penyebabkan disintegrasi nasional memiliki beberapa akar permasalahan utama. Faktor yang paling
mendasar penyebab terjadinya persoalan disintegrasi nasional adalah kesenjangan ekonomi di Indonesia
yang marak terjadi akibat ketidakseimbangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya
dimana yang terlihat jelas salah satunya adalah pandangan bahwa masyarakat perkotaan lebih maju
secara ekonomi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan (Augustia, dkk., 2024).
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Lalu, rendahnya literasi digital juga menjadi salah satu faktor penyebab persoalan disintegrasi
nasional. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital
dengan bijak (Syah, Darmawan, & Purnawan, 2019). Beberapa dampak negatif akibat dari rendahnya
literasi digital dalam menggunakan media sosial adalah banyaknya kasus penghinaan, pencermaran
nama baik, dan berita hoax (Puspandari, Pajrin, & Permatasari, 2021). Di era perkembangan teknologi
digital yang kian pesat dimana banyak orang sudah terikat dalam penggunaan media sosial, sudah
seharusnya setiap individu memahami literasi digital untuk mengatasi dampak negatif media sosial yang
dapat menimbulkan disintegrasi nasional. Selain itu, implementasi nilai-nilai Pancasila juga telah
terbukti mampu berperan sebagai filter yang membantu dalam menangani dampak negatif penggunaan
media sosial (Ilmi & Najicha, 2022; Nurwahidin, dkk., 2024).

Kemudian kurangnya rasa toleransi dan saling menghargai diantara keberagaman etnis, suku dan
agama yang ada di Indonesia adalah penyebab persoalan disintegrasi. Konflik antar etnis, suku dan
agama sudah menjadi masalah disintegrasi nasional yang cukup panjang dan berkelanjutan di Indonesia.
Keragaman etnis, suku dan agama dalam masyarakat Indonesia membuat potensi konflik menjadi lebih
tinggi dibandingkan dengan negara yang struktur sosial masyarakatnya bersifat homogen (Harahap,
2018). Penelitian sebelumnya telah membahas beberapa konflik antar etnis, suku dan agama yang pernah
terjadi di Indonesia seperti Perang Sampit yang terjadi Kalimantan Tengah yang melibatkan Suku Dayak
dan Suku Madura yang menewaskan ratusan orang (Nadzifah, 2022), tindak kekerasan akibat konflik
Suku Bali Desa Balinuraga dan Suku Lampung Desa Agom di Lampung Selatan (Utami, Astuti, &
Turtiantoro, 2014), kerusuhan akibat konflik agama yang terjadi di kabupaten Tolikara di wilayah Papua
dan tragedi kemanusiaan akibat konflik agama di Maluku (Rahawarin, 2017; Rosyid, 2017).

Selanjutnya penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan yang seringkali terjadi
terutama dalam lingkaran pemerintahan menciptakan maraknya ketidakadilan yang ditemui membuat
kepercayaan publik menurun. Hal ini juga menciptakan polarisasi sosial politik yang menyebabkan
disintegrasi nasional. Diskriminasi dalam peradilan adalah salah satu contoh masalah yang tercipta
akibat absennya keadilan, dan juga masalah serius yang mempengaruhi keadilan dan hak asasi manusia.
Tindakan diskriminasi dalam peradilan ini mempengaruhi konsistensi Indonesia sebagai sebuah negara
hukum. Hakim sebagai penegak hukum dalam proses peradilan tidak boleh melakukan diskriminasi
karena berakibat pada pelemahan hukum dan keadilan (Kholis, 2019). Namun tidak hanya hakim,
seluruh istrumen yang terlibat dalam proses peradilan tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi agar
terwujudnya keadilan sehingga eksistensi Indonesia sebagai negara hukum dapat terjaga.

3. Upaya-Upaya Pencegahan dan Penanganan Disintegrasi Nasional yang dapat
Dirumuskan Berdasarkan Filsafat Pancasila

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, Pancasila memiliki peranan penting
menangani berbagai masalah yang muncul akibat dinamika peradaban manusia. Sehingga penguatan
kembali nilai-nilai Pancasila adalah cara yang paling strategis dalam mencegah dan mengatasi
disintegrasi nasional. Berdasarkan filsafat Pancasila, maka upaya-upaya pencegahan dan penanganan
disintegrasi nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan dalam membangun toleransi
dan kerukunan antar umat beragama yang juga terdiri dari berbagai etnis dan suku. Sikap toleran adalah
hal utama yang menjadi kunci untuk masyarakat multikultural seperti Indonesia (Hastuti, Sariyatun, &
Ediyono, 2021). Hal yang diharapkan adalah keberagaman etnis, suku, dan agama bukan lagi menjadi
sebuah perbedaan melainkan sebuah harmonisasi perbedaan yang menjadi satu kesatuan yang utuh.
Negara disini memiliki peran besar dalam memastikan setiap orang memiliki kebebasan dalam etnis,
suku, dan agama sehingga setiap orang merasa dijamin dan dilindungi keselamatannya.

Kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan dalam implementasi
peningkatan rasa kemanusiaan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengembangan program-program
kemanusiaan dan peningkatan pengetahuan masyrakat tentang hak asasi manusia, sehingga masyarakat
memiliki pengetahuan yang mendalam perihal kemanusiaan. Kemudian terjadinya perselisihan dalam
kehidupan bermasyarakat, setiap orang sudah memiliki kemampuan penyelesaian masalah secara
humanis yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Disisi lain perihal kemanusiaan, negara juga
berkewajiban dalam menghormati, melindungi, dan melaksanakan hak warga negara atas pendidikan dan
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jaminan penghidupan yang layak serta mengadili setiap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan hukum
yang berlaku (Rahmiati, Firman, & Ahmad, 2021).

Ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan untuk menumbuhkan dan
memperkuat rasa persatuan dan bangsa. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan dan
memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa seperti berperan aktif dalam kegiatan masyarakat dan
melakukan dialog antar kelompok masyarakat guna menjalin hubungan kemasyarakatan yang rukun dan
harmonis. Hal-hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan makna mendalam persatuan dan kesatuan
yaitu penggabungan keberagaman, mendorong kemajuan, keselarasan masyarakat dan membangun
ikatan erat persaudaraan yang dihiasi dengan rasa toleransi yang tinggi (Yusnita dkk., 2024).

Keempat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan untuk membangun sistem
demokrasi yang baik. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dibangun sebagai perwujudan
nilai-nilai Pancasila (Suwarma, 2016). Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia harus mampu
menciptakan iklim demokrasi yang baik yang dapat diwujudkan dengan membangun sistem
pemerintahan yang transparan, menjamin dan melindungi kebebasan pendapat sehingga tidak
terciptanya polarisasi politik yang menjadi salah satu persoalan disintegrasi nasional. Namun jika sudah
terjadi, polarisasi politik ini dapat diatasi dengan dilakukannya penguatan komunikasi publik yang
berlandaskan moral, etika dan dijiwai nilai-nilai Pancasila (Nashrullah, 2023).

Kelima, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan untuk menciptakan keadilan
sosial dan menghapuskan kesenjangan ekonomi. Absennya keadilan sosial dan kesenjangan ekonomi
merupakan dua masalah besar disintegrasi nasional sehingga diperlukannya kebijakan pemerintah yang
mampu mengatasi kedua masalah. Pendidikan yang berkualitas dan merata adalah salah satu kunci
terciptanya keadilan sosial (Tunisa, dkk., 2024). Selain itu pendidikan yang baik, berkualitas dan merata
juga mampu meningkatkan kesempatan hidup yang lebih baik untuk setiap orang sehingga menjadi
jawaban dari masalah kesenjangan ekonomi. Pemerintah sebagai instrument negara bertanggung jawab
dalam mewujudkan pendidikan tersebut. Selain itu pemerintah juga harus menciptakan lapangan
pekerjaan yang mampu menyerap sumber daya manusia agar setiap orang dapat memiliki pekerjaan guna
penghidupan yang layak. Program industrilisasi adalah satu cara yang dapat mengatasi kesenjangan
ekomi (Lestari & Ainulyaqin, 2022). Hendaknya pemerintah mampu menciptakan program serupa lainya
sehingga masalah kesenjangan ekonomi dapat diselesaikan.

Keenam, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila.
Pengalaman nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam menangani setiap permasalahan yang dihadapi
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan dampak stabilitas dalam aspek ekonomi dan
politik (Irwan dkk., 2021; Mulyawan, dkk., 2021; Andhyka, 2023). Implementasi nilai-nilai Pancasila
bahkan terbuki memberikan dampak positif dalam pendidikan dimana membentu mengembangkan etika
dan moral peserta didik (Adiyatma, 2023). Dengan demikian, penguatan nilai-nilai Pancasila dalam
pendidikan formal dan non formal haruslah dilakukan secara berkelanjutan (Muhaimin, 2013; Lonto &
Pangalila, 2019; Djumadin, 2023).

Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki peran signifikan dalam penguatan kembali nilai-nilai
Pancasila secara pendidikan formal. Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang sangat
penting untuk mendidik karakter peserta didik sehingga terbentuknya warga negara yang aktif, kritis,
demokratis dan beradab yang menyadari hak dan kewajibannya (Nasution, 2016). Pendidikan
Kewarganegaraan memiliki tujuan membentuk warga negara yang baik dan cerdas (to be good and smart
citizen) (Wahab & Sapriya, 2023). Warga negara yang baik dan cerdas adalah warganegara yang memiliki
sikap patriotic, beragama toleran, dan setia terhadap bangsa dan negara, demokratis, Pancasila sejati
(Somantri, 2011). Semangat nasionalisme dan eksistensi negara-bangsa Indonesia yang dipelajari dalam
Pendidikan Kewarganageraan dapat dijadikan penguatan dalam integrasi nasional yang menjadi upaya
efektif dalam mencegah dan menangani disintegrasi nasional (Sulistiyono, 2018; Aulia & Dewi, 2022).
Namun tentu saja, untuk mewujudkan Pendidikan Kewarganegaraan yang mampu menguatkan nilai-nilai
Pancasila tentu harus diimbangi oleh peran guru, pihak sekolah serta kurikulum (Mahardika, 2023).

Berbagai macam upaya tentu saling berhubungan satu sama lain seperti halnya nilai-nilai Pancasila
yang saling behubungan satu sama lain. Sehingga hendaklah seluruh upaya ini dilakukan secara
menyeluruh agar dapat memberikan perubahan signifikan dalam pencegahan dan penanganan persoalan
disintegrasi nasional. Upaya-upaya ini dilakukan guna mewujudkan integrasi nasional yaitu suatu kondisi
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menciptakan suatu kesadaran dan pergaulan akan persatuan dan kesatuan bangsa di antara keberagaman
suku, budaya, agama dan bahasa yang ada di Indonesia (Irianto, 2013; Gani &D Sembiring, 2023).

D. SIMPULAN

Disintegrasi nasional dalam persfektif filsafat Pancasila merupakan keadaan terpecah belahnya suatu
bangsa yang seharusnya satu kesatuan yang utuh akibat terkikisnya nilai-nilai luhur Pancasila dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan rumusan filsafat Pancasila, penyebab utama persoalan
disintegrasi nasional adalah kesenjangan ekonomi, rendahnya literasi digital, kurangnya rasa toleransi
dan saling menghargai, dan penyalahgunaan kekuasaan. Rumusan upaya pencegahan dan penanganan
disintegrasi nasional berdasarkan filsafat Pancasila adalah membangun toleransi dan saling menghargai
diantara keberagaman, peningkatan rasa kemanusiaan, membangun demokrasi Pancasila,
menumbuhkan dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan kesadaran dan
pendidikan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila.
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